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a. Definisi Pajak

Definisi pajak menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang

Erubahan keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
-

§:tcntuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat | berbunyi pajak
;ghlah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau

=
lgfian yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak

:Jaguins ueyingaiuaw uep uexwmﬂeaua@edua

QO
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara

=
l&i sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

§ Pajak menurut S.I. Djajadiningrat dalam Siti Resmi (2019:1), “Pajak scbagai
%lu kewajiban menyerahkan scbagian dari kekayaan ke kas negara yang

ebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan
kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang
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diteteapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik
dari negara secara langsung untuk memelihara keschjateraan secara umum.”

- Paja.k menurut F‘rof. Dr. Rochmat Soemitro, S.11., dalam Mardiasmo (2019:
3). “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas nepara berdasarkan undang-undang
yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi)

yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar
Pengeluaran umum™.

Beberapa unsur yang dapat dipahami mengenai pajak menurut Siti Kurnia

W) DX 1911

ahayu (2020:27):

nlils

(1) Pajak dapat dipaksakan, karena dipungut berdasarkan undang-undang

usig

(2) Pajak scbagai iuran
(3) Pajak dipungut kepada individua tau organisasi/ badan usaha
(4) Pajak diterima oleh pemerintahan suatu negara

:(5) Diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah

MIM) el3ew.ioju] uep s

.(6) Pajak dipungut kepada rakyat dengan tidak menunjukan kontraprestasi

secara langsung

(310 uery

(7) Pajak berfungsi sebagai budgetair dan regulerend
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Menurut Siti Resmi (2019:3), terdapat dua fungsi pajak yaitu:

(1) Fungsi Budgetair (sumber keuangan negara)

1g INISU|

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu
penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun
pembangunan.

(2) Fungsi Regulerend (pengatur)
Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya scbagai alat untuk mengatur atau
melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ckonomi serta

mencapai tujuan tertentu diluar bidang keuangan.
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@ Menurut Siti Kurnia Rahayu (2020:111), sistem pemungutan pajak yang
gpcmah dilakukan di Indonesia:
(1) Official Assessment System
Wewenang pemungutan pajak sepenuhnya ada pada fiskus, Dilaksanakan
sampai tahun 1967,
(2) Semi Self Assessment System
Wewenang pemungutan ada pada wajib pajak dan fiskus. Pada awal tahun

pajak wajib pajak menaksir dahulu berapa pajak yang akan terutang untuk

satu tahun pajak, kemudian mengangsurnya. Dilaksanakan di Indonesia

‘yejesew niens ueneful} uep Yy uesinuad
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periode 1968-1983.
(3) Full Self Assesment System

Wewenang sepenuhnya untuk menentukan besar pajak ada pada wajib

‘OWYIg| Jelem buek uebuiyuaday ueytbniaw yepiy uednnbuagq-

pajak. Wajib pajak aktif menghitung, memperhitungkan, menyetor dan

(319 uery MImy| exizewioju] uep siusig In}sul) o} 191 A1jiw eadd y

melaporkan sendiri pajaknya. Fiskus tidak ikut campur tangan bila tidak

menyalahi peraturan. Dilaksanakan secara efektif pada tahun 1984

(4) With Holding System

Wewenang pemungutan pajak ada pada pihak ketiga selain fiskus dan wajib

19 3INMIsy|

pajak. Dilaksanakan secara efektif scjak 1984.

:Jaguins ueyingaAuaw uep ueyuinjueduaw eduey 1ul sin} eAJeY yninias neje ueibeqas diynbuaw buedeyiq ‘|

Syarat Pemungutan Pajak

Sius

Pemungutan pajak mempunyai dasar hukum yang kuat yaitu UUD 1945 Pasal
23 Ayat 2 yang menyatakan bahwa “segala pajak untuk keperluan negara
berdasarkan undang-undang”.
gutan pajak di Indonesia menurut Siti Kurnia Rahayu

Asas-asas pemun

(2020:65) yaitu:
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(1) Asas keadilan
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Pemungutan pajak dalam suatu negara harus menganut asas keadilan.

©)

Pemungutan pajak dikatakan adil apabila dalam proses pemungutan pajak
yang dilakukan Negara pada akhirnya dikembalikan lagi hasilnya pada
keschjateraan Warga Negara dengan segala konsckuensi dan aturannya
yang tidak memberatkan.

(2) Asas Yundis
Omungutan pajak suatu negara harus dapat memberikan jaminan hukum,
baik untuk negara maupun bagi warga negaranya, bagi fiskus dan juga

Wajib pajak. Artinya setiap pengenaan dan pemungutan pajak harus

‘yejesewl niens ueneful} uep Yy uesinuad
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berdasarkan Undang-undang.

(3) Asas Ekonomis

‘OWYIg| Jelem buek uebuiyuaday ueyibniaw yepiy uediinbuad 'q

Perpajakan tidak boleh menghambat laju perkonomian disuatu negara,
sehingga pajak yang dibayarkan oleh warga negara selaku Wajib Pajak

harus diusahakan oleh Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan.

(319 uery MImy exizewioju] uep siusig InHIsu]) o}Y 191 A1jiw eadid yeH

(4) Asas Finansial
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E Upaya mengumpulkan dana meclalui penerimaan pajak, membutuhkan
g". sistem administrasi komprehensif dengan biaya yang harus dialokasikan
E. oleh pemerintah. Asas Finansial menekankan kepada perolchan penerimaan
7
E‘ pajak dengan biaya yang efisien.

2, Pg.ak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

avs Pengertian PBB-P2
Berdasarkan UUD 1945 Pasal 23 ayat (2) dan UU No.12 Tahun 1994, yang

dimaksud pajak bumi dan bangunan yaitu “landasan hukum dalam pengenaan
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pajak schubungan dengan hak atas bumi dan atau perolehan manfaat atas bumi

@j’a"/mﬂ" kepemilikan, penguasaan dan/atau perolehan manfaat atas bangunan™,

Berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 pasal 1T ayat (37) yang berbunyi “Pajak

YeH

dip

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak yang

}

Iw e

dikenakan pada orang pribadi atau badan atas kepemilikan, penguasaan dan atau

v

manfaatan bumi dan atau bangunan, di wilayah kabupaten atau kota kecuali

20111

igunakan untuk perkebunan, perhutanan dan pertambangan™,

' Pajak Bumi dan Bangunan menurut Mardiasmo (2019:399), “"Pajak yang

ikenakan terhadap bumi dan bangunan seperti berikut:

(1) Bumi adalah permukaan/tubuh bumi yang dibawahnya, permukaan
meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa — rawa tambak
perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia.

(2) Bangunan adalah kontruksi teknik yang ditanam atau diletakkan
secara tetap pada tanah dan atau perairan”.

}0sul)

Dari pengertian Pajak Bumi dan Bangunan diatas maka peneliti dapat

)bE)HJElUJOJLH uep siusig

enyimpulkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan

IM

;aada tanah atau bangunan yang ditempati maupun dimanfaatkan kegunaannya

e

:é)lch orang atau badan.
L)

b. Asas PBB-P2

c.

— Asas Pajak Bumi dan Bangunan menurut Mardiasmo (2019:399), “Pajak
umi dan Bangunan diatur dalam beberapa asas yaitu:

£4(1) Memberikan kemudahan dan kesederhanaan.

2(2) Adanya kepastian hukum.

“*(3) Mudah dimengerti dan adil.

»

5(4) Menghindari pajak berganda”.

£Objck Pajak PBB-P2
3

Objek pajak PBB adalah bumi dan atau bangunan dimana bumi dapat

iartikan sebagai permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya,

uojuj

edangkan bangunan adalah kontruksi teknik yang ditanam atau diletakkan

eype

ecara tetap pada tanah atau perairan.
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d.

Objck Pajak PBB menurut Mardiasmo (2019:401):”

I) Yang menjadi objek pajak adalah bumi dan/atau bangunan
2) Yang dimkasud  dengan  Klasifikasi bumi dan bangunan adalaj
pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan
scbagai pedoman, serta untuk  memudahkan perhitungan pajak yang
tferutang.
(3) Pengecualian objek Pajak

Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah objek

pajak vang:

(a) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak
untuk mencari keuntungan.

(b) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang scjenis
dengan itu.

(¢) Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman
nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai desa, dan tanah negara
yang belum dibebani suatu hak.

(d) Digunakan olch perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas
perlakuan timbal balik.

(e) Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang

ditetnukan oleh Menteri Keuangan.
Catatan: Yang dimaksud dengan tidak dimaksudkan untuk
memperoleh keuntungan adalah bahwa objek pajak itu diusahakan
untuk melayani kepentingan umum, dan nyata-nyata tidak ditujukan
untuk mencari keuntungan. Hal ini dapat diketahui antara lain dari
anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari yayasan/badan yang
bergerak dalam bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan
kebudayaan nasional tersebut. Termasuk pengertian ini adalah hutan
wisata milik negara sesuai Pasal 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1967
tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan.

(319 uery MIMmy exizewioju] uep siusig InHIsu]) O} 191 A1jiw eadid yeH

(4) Objek pajak yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan
pemerintahan, penentuan pengenaan pajaknya diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.

JIsuj

£(5) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan
= untuk masing-masing Kabupaten/Kota dengan besar sctinggi-tingginya

;!;’ Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. .Apa'bila
= seorang wajib pajak mempunyai beberapa objek pajak, yang diberikan
" NJOPTKP hanya salah satu objek pajak yang nilainya terbesar, scc.lungk:u?
% objek pajak lainnya tctap dikenakan sccara penuh tanpa  dikurangi
= NJOPTKP".

=

cBubjek Pajak PBB-P2

1

%ubjck pajak PBB menurut Mardiasmo (2019:405),

e

f,“bahwa yang menjadi subjek pajak PBB adalah:

=(1) Yang menjadi subjek pajak adalah orang atau badan yang sccara nyata
£  mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperolch manfaat atas bumi,
;

A 14
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dan/atau - memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas
bangunan. Dengan demikian tanda pembayaran/ pelunasan pajak bukan
merupakan bukti pemilikan hak,

) Subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam no. 1 yang dikenakan kewajiban
membayar pajak menjadi Wajib Pajak,

) Dalam hal atas suatu objek pajak belum jelas diketahui Wajib Pajaknya,
Dircktur Jendral Pajak dapat menetapkan  subjek pajak sebagaimana
dimaksud dalam no. I sebagai Wajib Pajak. .

=(4) Subjck pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam no. 3 dapat
memberikan Keterangan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak
bahwa ia bukan Wajib Pajak terhadap objek pajak dimaksud.

5) Bila keterangan yang diajukan oleh Wajib Pajak dalam no.4 distujui, maka
Dircktur Jenderal Pajak membatalkan penctapan schagai Wajib Pajak
sebagaimana dalam no. 3 dalam jangka waktu satu bulan sejak diterimanya
surat keterangan dimaksud.

6) Bila keterangan yang diajukan itu tidak disetujui, maka Direktur Jenderal
Pajak mengeluarkan surat keputusan penolakan dengan disertai alasan-
alasannya.

7) Apabila setelah jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya
keterangan sebagaimana dalam no.4 Direktur Jenderal Pajak tidak
memberikan keputusan, maka ketetapan sebagai Wajib Pajak gugur dengan
sendirinya dan berhak mendapatkan keputusan pencabutan penetapan
sebagai Wajib Pajak”.

e
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é Subjek PBB Perdesaan dan Perkotaan menurut Mardiasmo (2019:431),
*Subjek PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang
gxsecara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas
umi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas
abangunan. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah
orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan/atau
memperoleh manfaat atas bangunan”.

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan menurut Puji Rahayu (2019:236), “orang
ribadi atau badan yang secara nyata merupakan salah satu atau keseluruhan dari
“*sebagai berikut:
= (1) Mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau
W (2) Memperoleh manfaat atas bumi, dan atau
g (3) Memiliki, menguasai atas bangunan, dan atau
7 (4) Memperoleh manfaat atas bangunan”.

nsuj

Q.
eg Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan PBB-P2

~~
—
S’
=
=
w
B
=
)
o
=S
LE]
]
=
=
S
=1
=
=
¥
=~
2

Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
Besarnya nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ditetapkan setiap tiga tahun oleh

Kepala Kantor Wilayah Dircktorat Jendral Pajak atas nama Menteri

15
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Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat  Gubermnur/Bupati/Wali

Kota (Pemerintah Dacrah) setempat.

Dasar perhitungan pajak adalah yang ditetapkan serendah rendanhnya
20% dan setinggi-tingginya 100% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
Besamya persentasi ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan
memperhatikan kondisi ekonomi nasional.

Dalam menetapkan nilau jual, Kepala Kantor Wilayah Dircktorat
Jendral Pajak atas nama Menteri keuangan dengan mempertimbangkan
pendapat. Gubernur/Bupati/Wali kota (Pemerintah Dacrah) setempat serta
memperhatikan asas self assessment. Yang dimaksud (assessment value)
adalah nilai jual yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan pajak, yaitu

suatu persentase tertentu dari nilai jual sebenarnya.

(2) Tarif Pajak PBB-P2

Tarif PBB adalah sebesar 0,5%.
Tarif PBB-P2 menurut Mardiasmo (2019:431) adalah “Tarif PBB Perdesaan
dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0.3% (nol koma tiga
persen)). Tarif PBB Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.
Tarif PBB-P2 menurut Puji Rahayu (2019;245), “Penentuan tarif PBB-P2
dipengaruhii NJOP. Ada 4 tarif pajak yang berbeda yaitu:

(a) Tarif 0,01% untuk NJOP < Rp. 200.000.000

(b) Tarif 0,1% untuk NJOP > Rp. 200.000.000 s/d Rp. 2.000.000.000

(c) Tarif 0,2% untuk NJOP = Rp. 200.000.000 s/d Rp. 10.000.000.000

(d) Tarif 0,3% untuk NJOP = Rp. 10.000.000.000

Tarif PBB perdesaan dan Perkotaan masing-masing dacrah berbeda
sesuai dengan Perda.
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(3) Cara Perhitungan PBB-P2

(319 uery MImy exizewioju] uep siusig InHIsu]) O} 191 A1jiw eadid yeH @

Besamya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak
dengan Nilai Jual Kena Pajak (NJKP).

PBB = Tarif Pajak x NJKP

= 0.5% x [Persentase NJKP x (NJOP — NJOPTKP))

Keterangan:

NJKP : Nilai Jual Kena Pajak

NJOP : Nilai Jual Objek Pajak

NJOPTKP  : Nilai Jual Objck Pajak Tidak Kena Pajak

Contoh:

Wajib Pajak A mempunyai sebidang tanah dan bangunan yang NJOPnya
Rp20.000.000 dan NJOPTKP untuk dacrah tersebut Rp12.000.000, maka
besarnya pajak yang terutang adalah:

=0.5% x 20% x (Rp 20.000.000 — Rp 2.000.000)

= Rp 8.000,00

f. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan PBB-P2

19 3INMIsy|
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(1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak

Terutang) harus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal

diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak

(2) Pajak yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) harus

dilunasi selamat-lambatnya 1 (satu) bulan scjak tanggal diterimanya Surat

Ketetapan Pajak (SKP) oleh Wajib Pajak.

(3) Pajak terutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau

kurang dibayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen)
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sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan han

@ pembayaran untuk jangka waktu plaing lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Contoh:

SPPT tahun Pajak 2017 diterima oleh Wajib Pajak pada tanggal | Maret
2010 dengan pajak yang terutang sebesar Rp 500.000. oleh wajib pajak baru
dibayar pada tanggal 1 September 2017. Maka Wajib Pajak tersebut
dikenakan denda administrasi sebesar 2% yakni:
2% x Rp 500.000 = Rp 10.000

Pajak Terutang yang harus dibayar pada tanggal 1 September 2017 adalah
sebesar Rp 510.000

Bila Wajib Pajak tersebut baru membayar utang pajaknya pada tanggal 10
Oktober 2017, maka Wajib Pajak tersebut dikenakan denda 2 x 2% dari
pokok pajak, yakni:

4% x Rp 500.000 = Rp 20.000

(319 uery MImy| exizewioju] uep siusig InHIsu]) o} 191 A1jiw eadid yeH

Pajak terutang yang harus dibayar pada tanggal 10 Oktober 2017 adalah

sebesar Rp 520.000

=(4) Denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam no. 3 diatas, ditambah
ér' dengan utang pajak yang belum atau kurang dibayar ditagih dengan Surrat
E. Tagih Pajak (STP) yang harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan
é. sejak tanggal diterimanya Surat Tagihan Pajak (STP) oleh Wajib Pajak.
gi(S) Pajak yang terutang dapat dibayar di bank, kantor pos dan giro, dan tempat
g lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

5(6) Tata cara pembayaran dan penagihan pajak diatur olch Menteri Keuangan.
g-(?) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), surat ketetapan pajak dan

Surat Tagihan Pajak (STP) merupakan dasar penagihan pajak.

18
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(8) Jumlah pajak vang terutang berdasarkan Surat Tagihan Pajak (STP) yang
@ tidak dibayarkan pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.

iulam hal tagihan pajak yang terutang dibayar setelah jatuh tempo yang telah
N ,
%nemukan. penagthannya  dilakukan  dengan  surat paksa yang saat ini

3
FBerdasarkan UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No.

2
g*) Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

giekanismc Pemungutan PBB-P2 menurut Puji Rahayu (2019:247), “yaitu:

@

fg:(l) Berdasarkan SPOP, walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan
g:: SPPT. waktu pelunasan sclambat-lambatnya 6 bulan sctelah diterimanya
5 SPPT oleh wajib pajak.

%’(2) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat mengeluarkan Surat Ketetapan
= Pajak Dacrah (SKPD), apabila:

S

g_( a) SPOP tidak disampaikan dan setelah WP ditegur melalui Surat Teguran.

b

g(b) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah
=

D

@ pajak yang dhitung berdasarkan SPOP yang disampaikan kepada WP.

g. Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana

g(l ) Sanksi Administrasi

3

Menurut Mardiasmo (2019:425) “Sanksi administrasi dikenakan terhadap:
(a) Apabila SPOP tidak disampikan dan setelah ditegur secara tertulis tidak
disampaikan scbagaimana ditentukan dalam Surat Teguran, ditagih
dengan Surat Ketetapan Pajak dikenakan sanksi administrasi scbesar
25% dihitung dari pokok pajak.
(b) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata
jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung

berdasarkan SPOP yang disampaikan olech Wajib Pajak, ditagih dengan

19
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(c) Pajak terutang yang pada saat jatuh tempo

denda administrasi karen
kesempatan kepada Wajib Pajak untuk memi

administrasi kepada Dircktur Jenderal Pajak. Diren Paj

mengurangkan Sebagia

¢ » [ 250 ,,'i
1 ] <1 strasi s¢oesar - @
Surat Ketetapan Pajak dikenakan sanksi admimistra C dar

selisih pajak yang terutang.
pembayarannya tidak

.
a5 e -¥ .' y .4 -
dibavar atau kurang bayar dikenakan denda administras) scbhesa

sebulan, vang dihitung dan saat jatuh tempo sampai dengan han

pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan™.

e . =
Atas permintaan Wajib Pajak. Dirjen Pajak dapat mengurangkan
a hal-hal tertentu. Ketentuan ini memberikan

nta pengurangan denda

ak adapat

n atau seluruhnya denda adminsitrasi tersebut.

Sanksi Pidana

Menurut Mardiasmo (2019:426),

“Sanksi pidana dikenakan kepada: . ) _
(a) Unnr:k sebab kealpaan Wajib Pajak schingga menimbulkan kerugian

pada negara, dipidana dengan pidana kurungan sel.amfi-lamanya 6 bulan
atau denda setinggi-tingginya sebesar 2 (dua) kali pajak yang terutang.

(b) Untuk sebab kesengajaan Wajib pajak schingga menimbulkan kerugian

pada negara maka dipidana dengan pid.ana penjz.ara selan?a-la_manya 2
(dua) tahun atau denda setinggi-tingginya 5 (lima) kal_l pajak yang
terutang. Sanksi pidana ini akan dilipatkan dua, apabila seseorang
melakukan lagi tindak pidana perpajakan scbclurq -lcwat 1 (satu) tahun
terhitung sejak selesainya pidana penjara yang dijatuhkan atau denda

ibayarkan. .
{Jar:]t%l? mgnccgah pengulangan tindak pidana perpajakan maka bagi
mereka yang melanggar tindak pidana sebelum l.exf'at 1 (Sfltu) tahun
akan dikenakan pidana lebih berat yaitu dua kali lipat dari ancaman

pidana *.

3. Bea§erolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

3
(l)gengertian BPHTB

ey

319 uen| JIM)

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 yang berbunyi,
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“Pengertian Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas
perolchan hak atas tanah dan/atau bangunan, Sedangkan Perolchan hak atas
nah atau bangunan adalah perbuatan  atau peristiwa  hukum  yang
engakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh pribadi atau
adan. Sedangkan vang dimaksud Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah
chak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta 1,;,,,}!“";“,

SSINISNE 40 TOOHDS
HID NV M

S . i diatasnya,
Bscbag:ummm dimaksud dalam undang-undang i bidang pertanahan dan

(3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak

o
Uo
® o
J S
« o -
s g zbangunan™.
o T =.
Q 5 Q =
= = ~ . . v
= 2 o = Pengertian BPHTB akan dijumpai dalam pengertian-pengertian yang sudah
O = o —
~a 5 = o
3¢ ©  Zbaku antara lain yaitu:
=y =
= % é 4(1) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak atas
= =0 E
P c -+
Bic 2 w perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
S g S g
famd o -—
é 3 = ;(2) Perolechan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau
(2] -}
=) a 9
< @ o 3 o« 4o . .
S > @ 5 peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau
< o
s =
g- 2 bangunan oleh orang pribadi atau badan.
()
5 o
B
o
@

pengelolaan, beserta bangunan diatasnya, sebagaimana dimaksud dalam

undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.

(319 ueny simy ey

(2) Objek Pajak

Objek Pajak PBB menurut Mardiasmo (2019:437) “Perolehan hak dan/atau

=
% bangunan. Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan meliputi:

n

e (1) Pemindahan hak karena:

(a) Jual beli.

:Jaguins ueyingaAuaw uep ueyuinjueduaw eduey 1ul sin} eAJey yninias neje ueibeqas diynbuaw buedeyiq ‘|

‘uedode) ueunsnAuad ‘yerwl eAsey uesinuad ‘uenauad ‘ueyipipuad uebuiyuaday yniun eAuey uedinbuad ‘e

(b) Tukar-menukar.
(c) Hibah.
(d) Hibah wasiat.

(e) Waris.

(f) Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya.
(g) Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan.
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(h) Penunjukan pembeli dalam lelang.

@ (i) Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
& (j) Penggabungan usaha.

2

(o)

S (k) Peleburan usaha.

L

% (1) Pemekaran usaha.

=

E (m)Hadiah.

&

~+2) Pembenian hak baru karena:

=]

(2]

= (a) Kelanjutan pelepasan hak.

o]

% (b) Di luar pelepasan hak™.

e

5 Yang tidak termasuk objek pajak menurut Mardiasmo (2019:438) “Objek
3

yang diperoleh:

o

E(]) Perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
=3

;(2) Negara, untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau pelasanaan
2

; pembangunan guna kepentingan umum.

2

(3) Badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan

Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau

g; melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan usaha atau
-

= perwakilan organisasi tersebut.

§(4) Orang pribadi atau badan karena konversi haka tau karena perbuatan hukum
§ lain dengan tidak adanya perubahan nama.

(5) Orang pribadi atau badan karena wakal.

(6) Orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah™

22
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(3) Subjek Pajak

@ Subjek pajak BPHTB adalah orang pribadi atan badan yang memperoleh Hak

MeH

eadid

(8

(319 uely XIMy eXI3EW.I0U] URP SIusIg INNISU) DYY (9] ffw
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o atas Tanah dan/atau Bangunan, Subjek  pajak yang dikenakan kewajiban
membayar pajak menjadi Wajib Pajak,
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan BPHTR

(1) Dasar Pengenaan BPHTB

Dasar Pengenaan BPHTB menurut Mardiasmo (2019:438) “Yang menjadi
dasar pengenaan pajak adalah Nilai Perolchan Objek Pajak (NPOP). NPOP
ditentukan scbesar:
(a) Harga Transaksi, dalam hal: jual beli.
(b) Nilai pasar objek pajak, dalam hal:

1). Tukar-menukar.

11). Hibah.
iii). Hibah wasiat.
iv). Waris.

v). Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya.
vi). Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan hak.
vii). Peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang
mempunyai kekuatan hukum tetap.
viii). Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan
hak
ix